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Abstract 

Tax is main income of Indonesia. This study aims to find empirical evidence related to the effect of 

taxation e-system on corporate taxpayer compliance with understanding of tax regulations and tax sanctions as 

moderating variable. The population of this study is corporate taxpayers registered at Pratama Tax Office 

Bangkinang, amounting to 9,178 corporate taxpayers. The sample of this study was selected using accidental 

sampling technique, which is a sampling technique where consumers who coincidentally/incidentally meet with 

the researcher can be used as samples if it is deemed that the person who happened to be met is suitable as a 

data source. This study use approach for hypothesis testing by using SPSS 26 as statistical program used. The 

results of this study indicate that implementation of taxation e-system has a positive and significant effect on 

corporate taxpayer compliance. Meanwhile, the moderating variable such as understanding of tax regulations 

and tax sanctions has no effect on the implementation of taxation e-system on corporate taxpayer compliance. 
The existence of e-system has made easier for corporate taxpayers to pay tax, therefore it increases the 

compliance of corporate taxpayers. 
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Abstrak 

Pajak adalah sumber utama penerimaan negara indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti 

empiris terkait dengan pengaruh e-system perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, serta pengaruh 

moderasi pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Populasi 

dari penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bangkinang yang berjumlah 9.178 wajib pajak badan. Sampel penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik 

accidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel dimana konsumen yang secara kebetulan/insidental bertemu 

dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai 

sumber data. Pengujian hipotesis dilakukan dengan bantuan alat uji statistic SPSS 26. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa penerapan e-system berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

badan. Sedangkan variabel moderasi pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan tidak memiliki 

pengaruh atas penerapan e-system perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Adanya penerapan e-

system perpajakan memberi kemudahan bagi wajib pajak badan untuk membayar pajak, sehingga kepatuhan 

wajib pajak badan meningkat. 

Kata Kunci: E-system perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak 
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PENDAHULUAN  

Negara Indonesia termasuk dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, dimana hal ini 

menjadi peluang untuk menjadikan pajak sebagai salah satu sumber utama penerimaan pemerintah. Di 

dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa “Pajak ialah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

Dilihat dari pengertiannya, pajakodapat menjadi penopang penerimaan negara sehingga tidak 

mengherankan jika banyak pihak yang memfokuskan perhatiannya terhadap penerimaan pajak. Di 

tahun 2018,opajak menyumbangOsebesar 78.8% dari total anggaran penerimaan negara, angka ini 

meningkat pada tahun 2019 menjadi 81.0%, yaitu sebesar 1,643.0 triliun rupiah dari total 2.029,4 

triliun rupiah (Bps.go.id, 2020). Akan tetapi, meskipun pajak menjadi penyumbang yang sangat besar 

dalam penerimaan negara, tetapi sebenarnya penerimaan pajak belum mencapai target yang telah 

ditetapkan. Prastowo (2020) selaku Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis dalam 

pernyataan resminya menyatakan pemerintah belum berhasil dalam mencapaixtarget pajak yang 

ditetapkanxdalam Anggaran Pendapatanndan Belanja Pemerintah (Victoria, 2020). 

Hal ini didukung dengan data dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) 

yang menunjukkan penerimaan pajak belum mencapai target seperti yang dapat dilihat dalam tabel 

berikut ini. 

 
Tabel 1. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak 2016-2019 

Tahun Target Realisasi 

2016 100% 81.60% 

2017 100% 89.68% 

2018 100% 92.24% 

2019 100% 84.44% 

(Kemenkeu RI, 2019) 

 

Darixtabel.1 diatas dapat dilihat bahwa realisasicpenerimaan pajak belum mencapai target. 

Dari target penerimaanppajak dalam APBNx2019 sebesar Rp1.577,56 triliun, penerimaan 

pajakxsampai dengan Desemberx2019 mencapai 1332,06 triliun, yaitu sebesar 84,44% dari target. 

Dalam hal ini, secara persentase realisasixtersebut lebihxrendah dibandingkan 2017xdan 2018 

yangxmasing-masing mencapaix89,7% danx92,4% darixtarget APBN.  

Sama halnya dengan yang terjadi di kabupaten Kampar Provinsi  Riau, salah satunya di Kota 

Bangkinang. Dalam data pelaporan SPTxTahunan PPh Badan padaxKantor Pelayanan PajakxPratama 

Bangkinang,  masihxbanyak wajibxpajak badan yangxtidak patuh dalamxmelaksanakan kewajibannya, 

halxtersebut dapat dilihatxdari data berikut: 

 
Tabel 1. Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bangkinang 

No 
Tahun 

Lapor 

Jumlah WP 

Badan Terdaftar 

Status SPT Tahunan 

Nihil 
Kurang 

Bayar 

Lebih 

Bayar 
Total 

1. 2017 7.997 999 282 1 1.282 

2. 2018 8.559 1.004 283 2 1.289 

3. 2019 9.178 1.482 283 30 1.759 

Sumber: KPP Pratama Bangkinang 

Darixtabel diatas dapat dilihatxbahwa padaxtahun 2019, hanyax1.759 wajibxpajak yang 

melaporkanxSPTnya darixtotal 9.178 wajib pajak, jumlah itu hanya sebesar 19.1%. Begitu pula pada 

tahun 2018, dari total 8.559 wajib pajak badan yang terdaftar, hanya 1.289 wajib pajak yang 

melaporkan SPTnya. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kepatuhan pajak WP Badan KPP 

Bangkinang. 

Dalam pernyataan resminya, Prastowo (2020) juga mengatakan terdapatxsejumlah 

faktorxyang menjadixpenyebab takxtercapainya targetxpenerimaan pajak, salah satunya yaitu 
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kurangnya pemanfaatan data dan informasi yang ada (Victoria, 2020). Pemerintah perlu memantapkan 

strategi dalam menggenjot penerimaan pajak sehingga masyarakat menjadi lebih patuh dalam 

memenuhi tanggung jawabnya sebagai wajib pajak. Kepatuhan dibutuhkan agar target pajak dapat 

tercapai. Salah satu langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan memperbaiki administrasi perpajakan. 

DJPxtelah mengeluarkan system administrasi perpajakan yangxmemanfaatkan teknologi yaitu 

ElectronicxSystem. Halxini diharapkanxdapat memudahkan wajibxpajak dalam menjalankan 

kewajibannyaxdimulai dari proses pendaftaran menjadi wajib pajak, pembayaran, hingga pelaporan. 

Beberapa jenis e-system diantaranya e-registration yang merupakan sistem pendaftaran maupun 

perubahan data wajib pajak, xe-billing yaituxmetode pembayaranxpajak secaraxelektronik 

menggunakanxkode billing, xE-Filing adalah penyampaianxSPT (Surat Pemberitahuan) 

melaluixsaluran pelaporan pajakxelektronik atau online yangxtelah ditetapkan oleh DJPxpada 

Peraturan DirektoratxJenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015, dan E-Faktur yang merupakanxaplikasi 

yang digunakan untukxmembuat Faktur PajakxElektronik atauxbukti pungutanxPPN 

secaraxelektronik.  

Peneliti menduga pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dan sanksi pajak 

berperan dalam memperkuat atau memperlemah (memoderasi) pengaruh e-system terhadap kepatuhan 

kepatuhan pajak.   

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam 

memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih & Yulianawati, 2011). Dalam halnya  

implementasi e-system, dibutuhkanxpemahaman wajibxpajak terhadap peraturanxyang berlaku 

sehingga wajibxpajak dapat meningkatkanxpemanfaatan e-system, yangxnantinya juga dapat 

meningkatkanxkepatuhan wajibxpajak.  

Sanksi pajak diduga juga dapat memperkuat pengaruh penerapan e-system sehingga 

berdampak terhadap kepatuhan pajak. Dalam Undang-Undang KUP disebutkan bahwa terdapat 2 jenis 

sanksi perpajakan, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Adanya sanksi yang diberlakukan oleh 

pemerintah dapat menjadi pemicu bagi wajib pajak untuk mengimplementasikan e-system. Dengan hal 

ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak, sehingga dapat terhindar dari sanksi 

karena adanya keterlmabatan pembayaran pajak.  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh e-system terhadap kepatuhan pajak Badan 

pada KPP Bangkinang. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Said & Aslindah (2018) yang  menguji pengaruh e-registration, e-

filing, e-billing dan e-SPT  terhadap kepatuhan pajak, dimana dalam penelitian ini menggunakan 

variabel moderasi yaitu pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan sanksi pajak. Penelitian 

sebelumnya mengenai e-system banyak dilakukan pada wajib pajak orang pribadi (Ersania & 

Merkusiwati, 2018), sementara penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama 

Bangkinang. 

 

LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS  

TechnologyxAcceptance Modelx(TAM) 

Teori ini dikemukakan olehxDavis padaxtahun 1986.xIa menyatakan Technology 

AcceptancexModel (TAM) merupakanxsalah satu modelxyang dirancang untukxmenganalisis faktor-

faktor yangxmemperngaruhi diterimanyaxpenggunaan teknologi komputer.xTechnology Acceptance 

Model (TAM) bertujuanxxuntuk menjelaskan serta memprediksi penerimaanxpengguna terhadap suatu 

teknologi. TechnologyxAcceptance Model (TAM) merupakanxpengembangan Theory ofxReasoned 

Action (TRA) dimanaxteori ini memprediksixpenerimaan penggunaxterhadap teknologi berdasarkan 

pengaruh dua faktor yaitu persepsi kemanfaatan (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan 

penggunaan (perceivedxease ofxuse) (Davis, 1985).  

Theoryxof PlannedxBehavior (TPB) 

Theoryxof Planned Behaviorx (TPB) merupakanxteori yang menjelaskanxtentang perilaku 

atauxsikap seseorang yangxditimbulkan olehxtiga penentuxyaitu keyakinanxdari hasil perilakuxdan 

evaluasi darixhasil perilaku, keyakinanxatas harapan orang lain dan motivasi untuk 
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memenuhixharapan, dan hal-halxyang dapat menghambat dan mendukung perilaku (Ajzen, 1991). 

Sedangkanxmenurut Ermawati, TPBxmerupakan teori yang berisi tentang sikap seseorangxdalam 

bertindakxselalu bersumberxdarixmotivasi (Ermawati & Afifi, 2018). 

 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Zain (2008)x menyebutkan xKepatuhanx Wajibx Pajak xadalah xkesadaran xpemenuhan 

kewajibanxperpajakan yangxtercermin dalam situasixdimana wajibxpajak paham danxberusaha untuk 

memahami semua ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, mengisi formulirxpajak 

dengan lengkapxdan jelas, menghitungxjumlah pajak yang terutang dengan benar danxmembayar 

pajakxtepat pada waktunya. 

E-system Perpajakan 

Menurut Liberty Pandiangan e-system merupakan suatu sistem yang digunakan untuk 

menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi internet, sehingga diharapkan semua proses 

kerja dan pelayanan perpajakan berjalan baik, lancar, cepat dan akurat. E-system Perpajakan 

merupakan Modernisasi dari sistem perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi 

(Pandiangan, 2008). 

PemahamanxPeraturanxPerpajakan 

Pemahamanxperaturan perpajakanxialah cara wajibxpajak untukxmemahami segalaxhal yang 

berkaitanxdengan peraturanxpajak yang dixtetapkan olehxDirjen Pajak. Yang mana peraturan tersebut 

dimengerti denganxbenar dan wajib pajak dapatxmelaksanakan apaxyang telah dipahaminyaxsesuai 

ketentuanxumum danxtata caraxperpajakan (Mustofa et al., 2016).  

SanksixPajak  

SanksixPerpajakan merupakanxjaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-

undanganxperpajakan (normaxperpajakan) akanxdituruti/ditaati/dipatuhi. xAtau dengan kata lain 

SanksixPerpajakan merupakanxalat pencegahx (preventif) agarxwajib pajak tidak melanggarxnorma 

perpajakanx(Mardiasmo, 2011). SanksixPerpajakan menurutxUndang-Undangxperpajakan 

dibedakanxmenjadi 2, yaitu sanksixadministrasi dan sanksixpidana. 

Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan 

Dalam penelitian ini, variabel e-system diuji dengan menggunakan 4 jenis e-system, yang 

pertama yaitu e-registration, e-faktur, e-billing, serta e-filing. 

Teori Technology Acceptance Model (TAM) dapat dikaitkan dengan variabel e-system yang 

melihat pengaruh diterimanya suatu sistem melalui persepsi kemanfaatan dan kemudahan pengguna. 

Kemanfaatan yang di maksudkan adalah dari segi penghematan waktu dan keakuratan dalam 

perhitungan bagi Wajib Pajak yang hendak menyetorkan pajak terutangnya, sehingga dapat lebih 

efektif dan efisien. 

Penelitian yang dilakukan oleh Idrianti, et al (2017) menunjukkan bahwa penerapan e-

Registration, e-Filing, e-Billing dan e-Faktur berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. 

Berdasarkan penelitian tersebut, maka dibuatlah hipotesis yang pertama, yaitu  

 H1 : E-system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Pemahaman Peraturan Perpajakan Memoderasi Pengaruh antara E-system Perpajakan 

terhadap KepatuhanxWajib PajakxBadan 

Dalam TheoryxOf PlannedxBehavior, dijelaskanxbahwa niatxmerupakan faktor yang 

memotivasi darixdalam diri seseorangxyang dapat mempengaruhixperilaku untuk melakukan 

suatuxtindakan. Salahxsatu komponen yang bisa mempengaruhi niat xseseorang adalahxkontrol 

perilaku yangxdipersepsikan menjelaskanxmengenai adanya dukungan dan rintanganxuntuk 
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menentukanxsuatu perilaku individu. Berdasarkanxpandangan tersebut memunculkanxsebuah 

pemikiran bahwaxWP yang paham mengenai peraturan perpajakan maka akanxmemudahkan 

atauxmenjadi hal pendukungxbagi WP untukxmematuhixperaturan perpajakan.  

Dalam penelitian penelitianxyang dilakukan oleh Ermawatixdan Afifi (2018) dan Solichah, et 

al (2019) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.  

Berdasarkan penelitian tersebut, maka dibuatlah hipotesis yang kedua, yaitu 

H2 : Pemahaman peraturan perpajakan memoderasi hubungan antara e-system terhadap kepatuhan 

wajib pajak 

Sanksi Pajak Memoderasi Pengaruh antara E-system Perpajakan 

Variabel sanksixpajak dapatxdihubungkan menggunakanxTheory Of Planned 

Behavior.xAdanya penerapanxsanksi perpajakanxberguna untuk memberikanxefek jera kepada 

wajibxpajak yang melanggarxnorma perpajakanxdan dapat mendorong agarxwajib pajakxdisiplin 

dalamxmemenuhi kewajibanxperpajakannya. xSelain itu, pengenaanxsanksi harusxdilaksanakan 

denganxtegas kepada semuaxwajib pajak yangxmelakukan pelanggaranxdan sanksixyang 

diberikanxkepada wajib pajakxharus sesuaixdengan besar kecilnyaxpelanggaran yangxxdilakukan, 

sehinggaxtercipta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Purnaditya & 

Rohman, 2015). 

Penelitian yang dilakukan oleh Noviyanti et. Al (2020) menunjukkan bahwa sanksi pajak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti dengan adanya 

sanksi perpajakan meningkatkan seseorang untuk melakukan kepatuhan pajak. Berdasarkan penelitian 

tersebut, maka dibuatlah hipotesis yang ketiga, yaitu 

H3 : Sanksi pajak memoderasi hubungan antara e-system terhadap kepatuhan wajib pajak 

METODE PENELITIAN  

 Objek penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Bangkinang, yang wilayahxkerjanya meliputixKabupaten Kamparxdan KabupatenxRokan 

Hulu. Populasixdalam penelitianxini berjumlahx9.178 wajibxpajak badan (sumber: KPP Pratama 

Bangkinang). Dalamxpenelitian ini,xpenulis menggunakanxteknik accidental sampling, yaituxteknik 

penentuan sampelxberdasarkan kebetulan, dimanaxkonsumen yang secara kebetulan/insidental 

bertemuxdengan peneliti dapatxdigunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yangxkebetulan 

ditemuixitu cocok sebagai sumberxdata. Metodexpengumpulan dataxyang digunakanxdalam 

penelitian inixadalah degan menggunakanxkuisioner. Pengumpulanxdata dilakukan denganxteknik 

personally-administeredxquistionnairies, yaitu kuisionerxyang diberikan olehxpeneliti sendiri 

danxdiisi secaraxpribadi olehxresponden. Kuisionerxyang dibagikanxtergolong kuisionerxtertutup, 

yaituxkuisioner yangxpilihan jawaban pertanyaanxsudah disediakanxdan responden hanyaxmengisi 

denganxcara memberixtanda terhadapxpilihan jawabanxyang sesuaixdenganxresponden. 

DefinisixOperasional danxPengukuran VariabelxPenelitian 

Tabel 3. Definisi operasional dan indikator 

Variabel 

 

Definisi Operasional Indikator 

 

Skala Pengukuran 

E-system E-system merupakan 

suatuxsistem yang 

digunakan untuk 

menunjang kelancaran 

administrasi melalui 

teknologi internet, 

sehingga diharapkan 

semua proses kerja dan 

pelayanan perpajakan 

berjalan baik, lancar, 

cepat dan akurat 

1. E-Registration 

− Kemudahan mempelajari e-

registration 

− Wajib pajak dapat melakukan 

pendaftaran NPWP secara online 

− Kemudahan dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakan 

− Peningkatan keamanan dan 

kerahasiaan data wajib pajak 

Skala Likert 

2. E-Faktur 

− Kurangnya pembuatan faktur fiktif 
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− Keamanan dan kemudahan 

penggunaan e-faktur 

− Kepercayaan terhadap petugas pajak 

(fiskus pajak) 

− Kesadaran melaksanakan kewajiban 

sebagai Wajib Pajak 

− Manfaat dari e-faktur 

3. E-Billing 

− Kemudahan dalam membayar pajak 

− Keamanan dalam melakukan 

transaksi pajak 

− Kemudahan mempelajari e-billing 

4. E-Filing 

− Pemahaman mengenai e-filing 

− Kelengkapan, keakuratan, relevansi 

dan ketepatan waktu informasi dan 

data yang dihasilkan e-filing 

− Kemudahan penggunaan e-filing 

Pemahaman 

Peraturan 

Perpajakan 

Cara wajib pajak untuk 

memahami peraturan 

perpajakan dan dapat 

melaksanakannya 

sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku 

1. Pemahaman mengenai kewajiban 

perpajakan yang berlaku 

2. Kemudahan memperoleh informasi 

peraturan pajak 

3. Pemahaman sistem perpajakan yang 

digunakan saat ini 

Skala Likert 

Sanksi Pajak Merupakan alat 

pencegah (preventif) 

agar wajib pajak tidak 

melanggar norma 

perpajakan 

1. Persepsi Wajib Pajak mengenai 

penetapan sanksi pajak 

2. Persepsi wajib pajak mengenai 

pelaksanaan sanksi pajak 

3. Perpsepsi Wajib Pajak mengenai 

pengaruh sanksi pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

Skala Likert 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Kesadaran pemenuhan 

kewajiban perpajakan 

dimana wajib pajak 

paham dan berusaha 

untuk memenuhi 

semua kewajiban 

perpajakannya berupa 

memahami ketentuan 

peraturan perpajakan, 

mengisi formulir pajak, 

menghitung dan 

membayar pajak tepat 

pada waktunya. 

1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak 

untuk memperoleh NPWP secara 

sukarela 

2. Mengisi SPT sesuai dengan ketentuan 

undang-undang 

3. Melaporkan SPT tepat waktu 

4. Menghitung pajak terutang dengan 

benar 

Skala Likert 

 

Teknik AnalisisxData 

Metodexanalisis dataxyang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linear sederhana 

untukxmenguji Hipotesis 1. Kemudian untukxmengujixHipotesis 2 dan Hipotesis 3 menggunakan 

Moderated Regression Analysis (MRA).  

Ketiga hipotesis yang dikemukakan di uji denganxpersamaan regresixsebagai berikut: 

Persamaan hipotesis 1 

Y = α + 𝛽1X + e 

Persamaan  Moderasi hipotesis 2 

Y = α + 𝛽1X + 𝛽2 Z1 + e 

Y = α + 𝛽1X + 𝛽2Z1 + 𝛽2 (ES* Z1) + e 
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Persamaan hipotesis 3 

Y = α + 𝛽1X + 𝛽3Z2 +  e  

Y = α + 𝛽1X + 𝛽3 Z2 + 𝛽3 (ES* Z2) + e  

 

Keterangan: 

Y =  Kepatuhan Wajib Pajak Badan 

Α = Konstanta 

𝛽1. 𝛽2. 𝛽3 = Koefisien Regresi 

ES = E-system 

Z1 = Pemahaman Peraturan Perpajakan 

Z2 = Sanksi Pajak 

e  = Standard Error 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dari 350 (tiga ratus lima puluh) kuesioner yang telah disebar kuisoner yang kembali hanya 

315 (tiga ratus lima belas) kuesioner, kuesioner yang tidak kembali hanya 35 (tiga puluh lima) 

kuesioner dan yang dapat diolah hanya 315 (tiga ratus lima belas) kuesioner. 

Tabel 4. Karakteristik Responden 

Keterangan Jumlah Persentase 

Bentuk Badan 

• Perseroan Terbatas (PT) 

• Persekutuan Komanditer (CV) 

 

142 

173 

 

45 % 

55 % 

Jenis Usaha 

• Jasa 

• Perdagangan 

• Manufaktur 

• Lainnya 

 

176 

14 

24 

101 

 

55.9 % 

4.4 % 

7.6 % 

32.1 % 

Lokasi 

• Kampar 

• Rohul 

 

210 

105 

 

66.7 % 

33.3 % 

 

Statistik Deskriptif 

Melalui statistik deskriptif didapatkan gambaran dari data penelitian terkait nilai rata – rata, 

standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimal. Tabel berikut menunjukkan hasil statistik 

deskriptif dari 315 observasi penelitian ini.  

 
Tabel 5. Descriptive Statistics 

Variabel N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

E-system 315 77.00 99.00 86.8857 3.80407 

Pemahaman Perpajakan 315 11.00 20.00 15.8794 2.08224 

Sanksi Perpajakan 315 15.00 20.00 17.9238 1.53533 

Kepatuhan WP 315 19.00 25.00 21.8984 1.70121 

Valid N (listwise) 315     
 

Sumber: Data dari output SPSS (2021) 
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Hasil Uji Validitas dan Reabilitas 

 

Uji Validitas 

Ujixvaliditas ini digunakanxuntuk mengukurxsah atau validxtidaknya suatuxkuesioner. 

Pengujianxini dilakukanxdengan menggunakanxmetodexCorrected Item-Total Correlation 

denganxmembandingkan r tabelxdengan r hitung. Jika r hitung > r tabelxmaka item dapat 

dinyatakanxvalid, jika rxhitung < r tabelxatau nilai negatifxmaka item dinyatakanxtidak valid. Pada 

rxtabel mencarixsignifikansix0,05 denganxuji 2 sisi dan N = 315xatau df = N-2 = 315-2 = 313 

makaxdidapat rxtabel adalahx0,138 

 

 

 
Tabel 6.Tabel Hasil Uji Validitas 

E-system (X) 

Item Pearson Correlation r Tabel Keterangan 

1 .188** .138 Valid 

2 .560** .138 Valid 

3 .392** .138 Valid 

4 .532** .138 Valid 

5 .499** .138 Valid 

6 .331** .138 Valid 

7 .355** .138 Valid 

8 .381** .138 Valid 

9 .264** .138 Valid 

10 .255** .138 Valid 

11 .267** .138 Valid 

12 .282** .138 Valid 

13 .248** .138 Valid 

14 .406** .138 Valid 

15 .352** .138 Valid 

16 .422** .138 Valid 

17 .453** .138 Valid 

18 .411** .138 Valid 

19 .459** .138 Valid 

20 .374** .138 Valid 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 

Item Pearson Correlation r Tabel Keterangan 

1 .693** .138 Valid 

2 .588** .138 Valid 

3 .582** .138 Valid 

4 .747** .138 Valid 

5 .676** .138 Valid 
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Pemahaman Perpajakan (Z1) 

Item Pearson Correlation r Tabel Keterangan 

1 .896** .138 Valid 

2 .782** .138 Valid 

3 .867** .138 Valid 

4 .585** .138 Valid 

Sanksi Perpajakan (Z2) 

Item Pearson Correlation r Tabel Keterangan 

1 .703** .138 Valid 

2 .519** .138 Valid 

3 .818** .138 Valid 

4 .755** .138 Valid 

Sumber: Data dari output SPSS (2021) 

Uji Reliabilitas 

Uji Realibilitasxdigunakan untukxmengetahui konsistensi alatxukur pada kuesioner, 

maksudnyaxapakah alat ukur tersebutxakan mendapatkan pengukuran yang tetap 

konsistenxjika pengukuran diulang kembali. Metode yang digunakan adalah 

CronbachxAlpha. Suatu variabel dikatakan reliabel jika  memberikan nilai Cronbach Alpha 

> 0,60 (Ghozali, 2016) 
Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel 
Kriteria/Nilai 

Batas 

Cronbach’s 

Alpha 
Keterangan 

1 E-system 0.60 0.671 Reliabel 

2 Kepatuhan WP 0.60 0.670 Reliabel 

3 Pemahaman Perpajakan 0.60 0.775 Reliabel 

4 Sanksi Perpajakan 0.60 0.653 Reliabel 

Sumber : Data dari output SPSS (2021) 

Hasil Pengujian Hipotesis 

E-system Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan 

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients  

B Std. Error Beta T Sig. 

1 (Constant) 3.229 1.928  1.675 .095 

E-system .215 .022 .480 9.692 .000 

Sumber: Data dari output SPSS (2021) 

 

Darixtabel 8, diperolehxkoefisien regresixE-system sebesarx0,215, denganxnilai 

signifikasixsebesar 0,00 < 0.05. Hasilxt-hitung dari E-system Perpajakan (X) terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Badan (Y) adalah t hitung 9.692 > t tabel = 1.96762. Maka dapat disimpulkan bahwa H1 

diterima, artinya E-system Perpajakanxberpengaruh terhadapxKepatuhan Wajib Pajak Badan. 
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Hal ini sesuai denganxteori TechnologyxAcceptance Model yangxmenyatakan pengaruh 

diterimanya suatu sistem berdasarkanxmanfaat dan kemudahan dalamxmenggunakannya. Dimana 

dengan adanyaxe-system perpajakan, wajib pajak badanxmenjadi lebih mudah dalam 

memenuhixkewajibannya. Dimulaixdari melakukanxpendaftaran NPWP, membayarxpajak, serta 

melaporkanxpajaknya dapatxdilakukan dengan mudahxkarena adanya e-systemxperpajakan yang 

mudahxdipahami.  

Dengan adanya sistem ini, wajib pajak badan tidakxharus lagi datang ke kantor 

pelayananxpajak untuk memenuhi tanggungxjawabnya. Wajibxpajak dapat melakukan 

pemenuhanxtanggung jawabnyaxsecara online dimana sajaxdan kapan saja. Selainxitu, wajib 

pajakxbadan jugaxmerasakan keamananxserta kerahasiaanxterhadap data wajibxpajak badan.  

Hasilxpenelitian ini sejalanxdengan penelitian yang dilakukan olehxErsania & Merkusiwati 

(2018), yangxmenyatakan bahwaxpenerapan e-systemxperpajakan berpengaruh terhadapxkepatuhan 

wajibxpajak. 
 

Pemahaman Peraturan Perpajakan Memoderasi Hubungan antara E-system terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Badan 

Tabel 9. Hasil Uji Moderated Regression Analysis hipotesis 2 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -23.211 15.474  -1.500 .135 

E-System .540 .179 1.208 3.011 .003 

Pemahaman 1.603 .966 1.963 1.660 .098 

Moderasi1 -.020 .011 -2.328 -1.767 .078 

a. Dependent Variable: Kepatuhan 

Sumber: Data dari output SPSS 2021 

 

Berdasarkan tabel 9 yang menguji peran moderasi Pemahaman Wajib Pajak dalam pengaruh 

penerapanxE-system perpajakanxterhadap Kepatuhan Wajib PajakxBadan diperoleh koefisien regresi 

variabel moderasi sebesar (-0,020), denganxp value sebesar 0,078 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel moderasi (X*Z1) tidakxberpengaruhxterhadap KepatuhanxWajib Pajak (Y). keadaan tersebut 

menunjukkan bahwa H2 ditolak, karena pemahaman peraturan perpajakan tidak memoderasi 

hubungan antara penerapan e-system terhadap kepatuhanxwajibxpajak. 

Pemahaman wajibxpajak terhadapxperaturan perpajakan tidak mendorong wajibxpajak untuk 

menjadi lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Pada Theoryxof PlannedxBehavior, 

dijelaskanxbahwa niatxmerupakan faktorxmotivasi dari dalamxdiri seseorangxyang dapat 

mempengaruhixperilaku untukxmelakukan suatuxtindakan tertentu. xSalah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi niat tersebut adalah kontrol perilaku yang dipengaruhi oleh dukungan ataupun 

rintangan. Dalam hal ini, ternyata Pemahaman Peraturan Perpajakan tidak memberi dukungan untuk 

memotivasi wajib pajak badan agar lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya.  

Olehxkarena ituxdiharapkan pemerintahxatau petugas pajak lebih intensif memberikan 

kegiatanxyang dapatxmemberikan pemahaman akan pengetahuanxterkait perpajakanxkepada 

wajibxpajak. Hal ini dapat dilakukan baik melalui sosialisasi atau penyuluhan mengenai pengetahuan 

perpajakan serta penggunaan e-system dalam kewajiban perpajakan, sehingga wajib pajak 

dapatxmemahami tentangxperpajakan. Diharapkan nantinya akan meningkatkanxkepatuhan 

wajibxpajak melalui penggunaan e-system yang menunjang melaksanakan kewajiban perpajakan. 

 

Sanksi Perpajakan Memoderasi Hubungan antara E-system terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Badan 

 Hasil uji peran moderasi sanksi perpajakan dalam pengaruh penerapan E-system perpajakan 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dapat dilihat di tabel 10 
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Tabel 10. Hasil Uji Moderated Regression Analysis hipotesis 3 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.760 24.678  .112 .911 

ESystem .210 .285 .471 .737 .462 

Sanksi .034 1.361 .031 .025 .980 

Moderasi2 .001 .016 .014 .010 .992 

a. Dependent Variable: Kepatuhan 

 Sumber: Data dari output SPSS 2021 

 

Berdasarkan tabel diatas yang menguji peran moderasi sanksi perpajakan dalam pengaruh 

penerapan E-system perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan, diperoleh dari koefisien 

regresi variabel moderasi sebesar 0,001, dengan p value sebesar 0,992 > 0,05, yang menujukkan 

variabel moderasi (X*Z2) tidak signifikan terhadap Kepatuah Wajib Pajak (Y). Berdasarkan uraian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak, disebabkan sanksi pajak tidak memoderasi pengaruh 

penerapan e-system perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.  

Hal ini bisa dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran wajib pajak badan itu sendiri untuk 

menunaikan kewajiban perpajakannya. Meskipun sanksi pajak sudah ditetapkan dan dilaksanakan 

dengan baik dan sistem yang diberlakukan sudah efektif, tetap tidak meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak badan.  

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan 

bahwa variabel penerapan e-system (X) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Y), 

sedangkan variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (Z1) dan Sanksi Pajak (Z2) tidak memoderasi 

hubungan antara penerapan e-system (X) terhadapxKepatuhan Wajib PajakxBadan (Y). 

Keterbatasan dalamxpenelitian inixyaitu hanya menguji wajib pajakxbadan dalamxsatu 

KPPxsaja, sehingga hasilnya tidak bisa digeneralisasi pada wilayah yang luas. 

Saran untuk penelitian selanjutnya sebaiknya lebih memperbesar jumlah sampel dalam 

penelitian, tidak hanya terbatas dalam satu KPP saja. Peneliti juga dapat menambahkan variabel lain 

yang sekiranya dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan.  

Bagi pemerintah, hasilxdari penelitian ini diharapkanxbisa menjadi referensixagar dapat 

meningkatkanxkepatuhan wajib pajakxbadan. Berdasarkanxhasil penyebaranxkuisioner dapat 

disimpulkanxbahwa sebagianxbesar respondenxmenyatakan bahwaxe-system perpajakan 

memberikanxkemudahan dan xkeamanan, dimulaixdari kemudahanxmempelajari e-system 

tersebutxhingga kemudahanxmenggunakannya 

Bagixakademisi, penelitianxini mampu dijadikanxreferensi untuk melakukan penelitian. 

Denganxadanya penelitianxini diharapkanxdapat memberikanxinformasi tentang mudahnya 

melaporkan Pajak melalui e-system sehingga semakinxbanyak masyarakat yang melaporkanxpajak dan 

membayarxpajaknya. Hal ini dapatxmeningkatkan kepatuhan perpajakanxwajib pajak, yang 

manaxnantinya mampu meningkatkanxsumber penerimaanxnegara. 
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